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ABSTRAK

Islam in the economic paradigm, especially in the fields of accounting can not be separated from the teachings of Islam as a whole is not only regulate the relationship with God, but also includes social issues (muammalah), siyasiyah, tarbiyah,  asykariyah, as well as iqtishad. Accounting Shariah built on human rationale heed God's laws, not making this up and not be apologia, but it really can be accounted for as a legitimate source of the Qur'an and Sunnah which is the Muslim holy guidelines. Principles used in accounting principle of Shari'ah is the truth, the principle of justice, and the principle of accountability. In practice the accountability of accounting principles on the basis of the principle of accountability illahiyah not only in humans but jiga horizontally, vertically in God, so that any decision taken by the management still uphold Islamic values. Accountability center consists of the central revenue, cost centers, investment centers, and profit centers. Objectives to be achieved in this research is to determine how the application of Shariah to the central accounting liability.
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Abstrak

Islam di paradigma ekonomi, khususnya di bidang akuntansi tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam secara keseluruhan tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah, tetapi juga meliputi muammalah, siyasiyah, tarbiyah, asykariyah, serta iqtishad. Akuntansi Syariah dibangun di atas pemikiran manusia memperhatikan hukum-hukum Allah, tidak mengada-ada dan tidak apologia, tapi itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber yang sah dari Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan pedoman suci umat Islam. Prinsip prinsip akuntansi yang digunakan dalam syariah adalah kebenaran, prinsip keadilan, dan prinsip akuntabilitas. Dalam prakteknya, akuntabilitas prinsip akuntansi yang berdasarkan prinsip akuntabilitas illahiyah tidak hanya pada manusia tetapi juga horisontal, vertikal dalam Allah, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh manajemen masih menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Akuntansi pusat pertanggung jawaban terdiri dari  pusat biaya, pusat investasi, dan pusat-pusat laba. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Syariah dalam akuntansi pertanggunjawaban.. 

Kata kunci: Akuntansi Syariah, Akuntansi pertanggungjawaban 

1. PENDAHULUAN

Kesadaran terhadap kekhasan sistem Islam mulai merangsang kembali para ilmuan muslim dalam beberapa dekade terakhir ini untuk mengeksplorasi paradigma syari’ah untuk kepentingan dunia bisnis sekaligus sebagai pembanding berbagai paradigma yang telah mapan. Paradigma Islam dalam ekonomi khususnya di bidang akuntansi tidak terlepas dari ajaran Islam sebagai salah satu keseluruhan yang bukan saja mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga termasuk soal-soal kemasyarakatan (muammalah), politik (siyasiyah), pendidikan (tarbiyah), militer (asykariyah), termasuk juga masalah ekonomi (iqtishad). 

Akuntansi syari’ah dibangun atas dasar pemikiran manusia yang mengindahkan hukum-hukum Allah, tidak mengada-ada dan tidak bersifat apologia, tetapi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai sumbernya yang sah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan pedoman suci umat Islam.
Pusat pertanggungjawaban terdiri dari empat pusat yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi. Pusat pertanggungjawaban bertugas untuk menghendel semua kegiatan dalam pusat-pusat tersebut. Misal pusat biaya bertugas untuk menekan agar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak terlalu besar dan sesuai dengan yang telah direncanakan, begitu pula dengan pusat-pusat lainnya.
2.  AKUNTANSI SYARI’AH
Setiap muslim diatur oleh ketentuan syari’ah yang bersumber pada Al Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SWA. Hal ini sudah merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim karena manusia diciptakan oleh Allah SWT. Al- Qur’an menggariskan prinsip-prinsip dasar, sedangkan Hadits merupakan aturan (ketentuan) dalam penerapan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al Qur’an untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan tenteram bagi manusia di dunia dan menang dengan memperoleh ridha Allah di akhirat. Sabda Rasulullah SAW : 

“Aku tinggalkan untuk kalian (suatu hal) yang mana jika kamu berpegang teguh kepadanya niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al Qur’an dan Sunnahku.” (HR Hakim).
Pengaturan ini bertujuan untuk menegakan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Allah SWT. Oleh karena itu, manusia selaku khalifah di muka bumi ini harus mepertanggungjawabkan segala tindakannya (kegiatannya) kepada Allah dan akan diberi perhitungan yang akan diberi imbalan baik berupa pahala atau dosa. Tindakan atau kegiatan ini berlaku di semua sektor kehidupan yaitu politik, ekonomi, hukum, sosial dan ilmu pengetahuan yang harus sesuai dengan syari’ah dan berusaha untuk mencapai tujuan utama untuk mencari keridhoan Allah SWT. Hal ini pun tidak terlepas bagi akuntansi. 

Dasar munculnya akuntansi syari’ah adalah Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 282, di mana disebutkan : 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuammalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah wakilnya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (di antaramu) .......” 

Adapun kata akuntansi dalam bahasa Arab berarti muhasabah. Pengertian muhasabah secara bahasa adalah menimbang atau memperhitungkan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya. Kata muhasabah tidak pernah ada di dalam   Al-Qur’an, tetapi yang ada hanyalah kata kerjanya yaitu hasaba. Kata kerja ini mempunyai banyak bentukan seperti : hisab, hisaba, hasibah, hasib, dan hasibiin.

Menurut Muhammad (2005:11)Akuntansi Syari’ah adalah proses akuntansi terjadi implikasi atas nilai-nilai yang dikandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah.
 Menurut Syahatah(2001:58) akuntansi menurut Islam lebih mengarah pada pembukuan, pendataan, kerja dan usaha, kemudian juga perhitungan dan perdebatan (tanya jawab) berdasarkan syarat-syarat yang disepakati, dan selanjutnya penentuan imbalan atau balasan yang meliputi semua tindak-tanduk dan pekerjaan, baik yang berkaitan dengan dengan keduniaan maupun yang berkaitan dengan keakhiratan.

 Akuntansi syari’ah sangat menekankan kepada aspek sosial bukan hanya kepada kepentingan investor atau pemilik modal saja. Akuntansi syari’ah dalam masyarakat yang sedang berubah memiliki peran yang sangat penting karena akuntansi syari’ah menekankan pada aspek keadilan dan kebenaran serta pertanggungjawaban. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syari’ah.

Penjelasan diatas menyimpulkan bahwa akuntansi syari’ah itu mengandung nilai-nilai yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, praktek akuntansinya menekankan pada pertanggungjawaban dan lebih kepada aspek sosial, aspek keadilan, dan aspek kebenaran.
3. KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARI’AH
Berdasarkan pengertian dan tujuan yang telah disebutkan diatas dapat diambil beberapa sifat spesifik dari Akuntansi Syari’ah, antara lain sebagai berikut (Shahatah, 2001:55-57) :
1. Kaidah-kaidah dasar Akuntansi Syari’ah bersumber langsung dari sumber hukum Islam yaitu Al Qur’an, dan Sunnah Nabiwayyah, serta Ijma’ para ulama. Oleh karena itu, kaidah-kaidahnya memiliki keistimewaan, yaitu permanen dan objektif. Tidak akan berubah karena dasar-dasar kaidah ini berasal dari Allah SWT dan sesuai untuk segala waktu dan kondisi, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Mulk ayat 14, “Apakah yang menciptakan itu tidak mengetahui  (yang kamu nyatakan dan kamu rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?”.
2. Akuntansi Syari’ah dilandasi oleh akidah dan iman yang kuat. Adapun akidah didasarkan dengan pengetahuan terhadap Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul dan Nabi, dan keyakinan adanya hari akhirat. Berdasarkan ini wajiblah bagi setiap akuntan yang menjalankan berbagai proses akuntansi untuk percaya bahwa harta yang ia hitung ialah harta Allah, dan Allah telah menyuruh untuk mencatat perputaran harta itu. 

3. Akuntansi Syari’ah berlandaskan pada akhlak yang baik. Karenanya seorang akuntan yang melaksanakan proses akuntansi harus mempunyai sifat amanah, jujur, netral, adil dan professional, supaya setiap klien merasa tenang terhadap harta dan terhadap orang yang berinteraksi dengannya, hingga ia juga merasa tenang terhadap dokumen-dokumen penting dan informasi-informasi detail yang diterimanya dari akuntan itu. 

4. Berdasarkan keistimewaan-keistimewaan yang bersifat akidah dan akhlak akuntansi dalam Islam juga berkaitan dengan proses-proses keuangan yang sah. Karenanya setiap proses yang tidak sah tidak ada tempatnya dalam Islam. Setiap akuntan harus menyiapkan lamporan-laporan tentang hal itu untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk mendiskusikan akibat-akibat dari proses ini, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan serupa di masa mendatang. Dasar karakteristik ini adalah bahwa bidang muammalah dalam Islam adalah baik dan untuk kemaslahatan serta menjauhi yang buruk atau yang memudharatkan. 

5. Akuntansi Syari’ah sangat memperhatikan aspek-aspek tingkah laku sebagai unsur yang juga berperan dalam kesatuan ekonomi. Artinya dalam Akuntansi Syari’ah juga memperhatikan motivasi-motivasi yang manusiawi, baik materil maupun moril. Walaupun itu tidak termasuk tugas akuntan saja, tetapi setidak-tidaknya seorang akuntan harus mempunyai peranan di situ. 

4. PRINSIP AKUNTANSI SYARI’AH
Perlaksanaan akuntansi syari’ah dalam operasioalnya mengacu pada prinsip-prinsip syari’ah yang ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayar 282. prinsip akuntansi syariah menurut Muhammad (2005:11) adalah:
1. Prinsip Pertanggungjawaban.

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan khalik. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan prinsip pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan keuangan.

2. Prinsip Keadilan.

Prinsip keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian yaitu pertama, adalah berkaitan dengan prilaku moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran, informasi akuntansi yang disajikan akan sangat merugikan dan menyesatkan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat fundamental, yang merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekontruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi yang lebih baik.
3. Prinsip Kebenaran

Implikasi dalam akuntansi, prinsip kebenaran dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan apabila berlandaskan pada nilai kebenaran.

5. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN SYARI’AH
Menurut Syafi’i prinsip-prinsip perbankan syari’ah terdiri dari lima prinsip, yaitu:

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-wadi’ah)

Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembelikan kapan saja si penitip menghendaki. Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi wadiah ya dhamanah yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, sedang disisi lain wadiah amanah tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan.
Aplikasi dalam Perbankan  

Mengacu pada pengertian yad adh-dhamanah, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan al-wadi’ah untuk tujuan:

· Current account (giro)

· Saving account (tabungan berjangka)

Dengan konsep al-wadi’ah yad adh-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memeberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus

2.  Prinsip Bagi Hasil (Profit-Sharing)

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam bank syari’ah dapat dilakukan dengan empat akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara’ah, dan al-musaqah.

Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara’ah dan al-musaqoh dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian oleh beberapa bank syari’ah. 

a. Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masung pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Jenis-jenis Al-Musyarakah
1. Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih, berbagi dalam asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.

2. Musyarakah akad (kontrak), tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.
 Aplikasi dalam Perbankan 

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembembiayaan  proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
Manfaat dan resiko Al-Musyarakah.

 Manfaat Al-Musyarakah
1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuiakan dengan pendapatan/ hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan mengalami negative spread.

3. Pengembalian pokok pembayaran disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, amanah dan menguntungkan.

5. Prinsip bagi hasil dalam mudarabah/musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembayaran satu jumlah bungan tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko Al-Musyarakah

1. Side sreaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur.
b. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelolah. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan bukan akibat kelalaian si pengelola.
Jenis-jenis Al-Mudharabah
1. Mudharabah Muthlaqah, bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2. Mudharabah Muqayyadah, kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batas jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Aplikasi dalam Perbankan

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana , al-mudharabah diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.

2. Deposito spesial, di mana dana dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misal murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada posisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

2. Investasi khusus (mudharabah muqayyadah), di man asumber dana khusus dengan penayluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahobul maal.
Manfaat dan Resiko Al-Mudharabah
Manfaat Al-Mudharabah

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuiakan dengan pendapatan/ hasil usaha bank, sehingga bank titak akan mengalami negative spread.

3. Pengembalian pokok pembayaran disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatlan nasabah.

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, amanah dan menguntungkan.

5. Prinsip bagi hasil dalam mudarabah/musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembayaran satu jumlah bungan tetap berapa pun keuntungan yang dihasilakan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko Al-Musyarakah

1. Side sreaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur.

c. Al-Muzara’ah

Al-Muzara’ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antar pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan menberikan lahan pertanian kepada si pengggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil pertanian. 
d. Al- Musaqah

Al- Musaqah adalah bentuk yang paling sederhana dari muzara’ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Prinsip Jual Beli (Al Buyu')
Al- murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjul dan pembeli. Salam yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian Ishtisna' yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap.
Syarat Bai’al-Murabahah
a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

c. Kontark harus bebas riba.

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. 

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misal jika pembelian dilakukan secara hutang. 

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,

b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual,

c. Membatalkan kontrak.
Manfaat dan resiko Bai’al-Murabahah

Manfaat Bai’al-Murabahah
a. Keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjualan dengan harga jual kepada nasabah.

b. Sistem bai’al-murabahah sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syari’ah.
Resiko  Bai’al-Murabahah

a. Kelalaian;nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

b. Fluktuasi harga komperatif. Terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setalah bank membelinya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena beberapa sebab. Bisa karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerima. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi.

d. Dijual; karena bai’al-murabahah bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko kelalaian akan besar.
4. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 
Al-ijarah Al- muntahia bit-Tamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditanggan si penyawa.

5. PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK SYARI’AH
Didalam menjalankan operasinya fungsi bank syari’ah akan terdiri dari:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang

dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/ deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana / sahibul maal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi)

3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah

4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan ( fungsi optional )

Dari uraian diatas maka produk perbankan syari’ah dalam prakteknya dapat diringkas sebagai berikut :

Table 1

Produk / Jasa Perbankan Syari’ah

	Produk /Jasa Prinsip
	Prinsip Syariah

	Giro
	Wadiah yadhamanah

	Tabungan
	Wadiah yadhamanah mudharabah

	Deposito / rekening investasi bebas
	Mudharabah

	Rekening investasi tidak bebas penggunaan
	Mudharabah muqayyadah

	Piutang Murabahah
	Murabahah tidak tunai

	Investasi Mudharabah
	Mudharabah

	Investasi Musyarakah
	Musyarakah

	Investasi assets untuk disewakan
	Ijarah

	Pengadaan barang untuk dijual atau dipakai sendiri
	Salam atau ishtisna’

	Bank garansi
	Kafalah

	Transfer, inkaso, L/C, dll.
	Wakalah

	Safe deposit box
	Wadiah amanah

	Surat berharga
	Mudharabah

	Jual beli valas (non speculative motive)
	Sharf


6. PENERAPAN AKUNTANSI SYARI’AH TERHADAP PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN
Akuntansi Syari’ah merupakan akuntansi yang berbeda dan berada di luar konsep akuntansi secara umum, dan hukum yang dipatuhinya adalah hukum Islam yang berasal dari Tuhan. Tujuan utama dari akuntansi syari’ah adalah untuk mendidik setiap manusia, menetapkan keadilan, dan merealisasikan keuntungan bagi setiap manusia di dunia maupun akhirat. Syari’ah mengatur setiap aspek kehidupan umat Islam baik politik, sosial, dan ekonomi dengan menjaga keyakinan, kehidupan, dan kekayaan mereka yang mempelajari dan menerapkan akuntansi syari’ah. Akuntansi hakekatnya adalah belajar dan menerapkan prinsip keseimbangan atas transaksi atau perkiraan atau rekening yang telah dicatat untuk dilaporkan pada bagian yang membutuhkan laporan tersebut.

Akuntansi syari’ah mengandung nilai-nilai prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran yang melekat pada sistemnya. Prinsip pertanggungjawaban pada akuntansi syari’ah merupakan konsep yang tidak asing lagi, dan penerapan akuntansi syari’ah mulai mempengaruhi pusat pertanggungjawaban. Adapun konsep dasar untuk menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut, (Matz dan Usry, 2005:256) : 

1. Sistem akuntansi pertanggungjawaban didasarkan suatu pengklasifikasian tanggung jawab manajemen (departemen-departemen) pada setiap tingkatan manajemen. Tiap-tiap pejabat yang bertugas atau memiliki wewenang harus bertanggung jawab atas biaya-biaya yang terjadi karena kegiatannya. Konsep ini menimbulkan perlunya pengklasifikasian biaya-biaya menjadi terkendalikan oleh seorang pejabat tertentu.

2. Titik tolak untuk sistem akuntansi pertanggungjawaban terletak pada struktur organisasi di mana batas wewenang dan tanggung jawab terhadap biaya-biaya tertentu telah diramalkan atau ditetapkan dalam budget dengan sepengetahuan dan kerja sama antara pengawas, kepala departemen atau manajer.

3. Anggaran untuk masing-masing pejabat harus dengan jelas mengidentifikasi biaya-biaya yang terkendalikan olehnya. 

7. PENERAPAN AKUNTANSI SYARI’AH TERHADAP  PUSAT PENDAPATAN
Tujuan dari pusat pendapatan adalah untuk memantau pendapatan sehingga mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang berasal dari kontribusi penanaman modal. Kebutuhan akan informasi pendapatan terus meningkat dan berubahnya katagori para pengguna, misalnya investor termasuk pemilik modal dan pemilik rekening, para pegawai bank syari’ah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, sangat penting informasi dari pusat pendapatan untuk memantau dalam menghasilkan laporan keuangan yang wajar.

Manajer adalah orang yang menentukan tujuan, sasaran, dan keputusan serta yang memainkan peran kepemimpinan di dalam suatu organisasi bagiannya. Manajer memimpin sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah diputuskan. Prestasi kerja merupakan keluaran yang dihasiklan seseorang atau beberapa orang. Bila ingin mengukur prestasi kerja manajer berarti yang diukur adalah apa yang telah dilakukannya, bukan apa yang akan dilakukannya.

Prestasi manajer pusat pendapatan dapat dinilai dari kemampuannya memberikan kontribusi berupa pendapatan bagi perusahaan. Prestasi ini dapat diukur berdasarkan tingkat pendapatan yang dicapainya. Penilaian prestasi manajer pusat pendapatan dilakukan dengan membandingkan anggaran pendapatan dengan realisasinya.

Menurut Syahdenik (1999:105-106), sumber pendapatan bank syari’ah terdiri dari:

a. Bagi Hasil, yang diperoleh dari pembiayaan yang menggunakan akad Al-Musyarakah, Al- Mudharabah, Al-Muzara’ah, dan Al- Musaqoh. 

b. Keuntungan (mark up), yang diperoleh dari pembiayaan yang menggunakan akad Al-Murabahah, Ba’i As-salan, dan Al- Ishtisna.

c. Hasil Sewa, Yang diperoleh dari pembiayaan yang menggunkan akad Al-Ijarah, dan Al-Muntahi Bit-Tamlik.

d. Fee / Komisi, yang diperoleh bank atas jasa-jasa yang diberikan kepada nasabahnya dengan menggunakan akad Al-wakalah, Al-kafalah, Al-Hiwalah, Ar-Rahm, dan Al-Qard.

e. Biaya Administrasi, yang diperoleh bank atas jasanya menjaga titipan yang dipercayakan kepada bank dengan menggunakan akad Al-wadiah
8. PENERAPAN AKUNTANSI SYARI’AH TERHADAP PUSAT BIAYA
Pusat biaya merupakan satu unit usaha atau bagian dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap unit atau bagian yang dipimpinnya. Pusat biaya dibentuk dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi setiap bagian yang ada pada  Bank  Syari’ah . Bagian operasional, bagian penyelia, bagian administrasi keuangan merupakan pusat biaya. Sebagian dari pusat biaya tersebut ada yang menghasilkan pendapatan bagi Bank  Syari’ah sehingga menjadi pusat pendapatan dan pusat laba.

Pusat biaya menganggap bahwa, pengendalian organisasi dapat meningkat dengan cara menciptakan jaringan pusat biaya yang sesuai dengan struktur  Bank  Syari’ah. Pusat biaya mengarahkan perhatian pada unit-unit organisasi dan manajer sebagi individu.

Anggaran merupakan faktor penting dalam penerapan akuntansi syari’ah pada pusat biaya. Pada pusat biaya yang menjadi hal penting yang ada pada Bank Syari’ah  di dasarkan pada prinsip syari’ah dimana setiap terjadi transaksi pengeluaran.

Biaya-biaya yang ada atau terjadi pada Bank Syari’ah  adalah sebagai berikut:

a. Biaya bagi hasil dari dana pihak ke tiga , biaya ini timbul dari pembiayaan bagi hasil dari pihak ketiga yang melakukan kemitraan dengan  Bank  syari’ah (Pembiayaan modal kerja, Pembiayaan usaha kecil syari’ah, Pembiayaan modal kerja jasa perhotelan)

b. Biaya Provisi dan Komisi (Fee), yang timbul akibat dari kerja sama  Bank Syari’ah dengan nasabah dimana sebelum memberikan pinjaman bank akan melakukan pengawasan dan penelitain terhadap nasabah yang akan dipinjamkan modal, maka bank akan  memberikan fee atau komisi kepada bendaharawan / Koordinator karena jasanya telah mengkoordinasi pembayaran angsuran rutin setipa bulan dari mitra.

c. Biaya Administrasi dan Umum, biaya ini terdiri dari biaya alat-alat tulis kantor, biaya rapat atau pertemuan, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya telepon, listrik, dan air.

d. Biaya non-operasional, biaya non-operasional yang ada pada  Bank  Syari’ah  adalah biaya sumbangan sosial, biaya olah raga dan rekreasi, biaya keikutsertaan dalam organisasi perbankan.

Pusat biaya akan melaporkan transaksi berdasarkan input atau masukan dari level terendah di dalam bank sampai pada level tertinggi, namun pengambilan keputusan tetap pimpinan bank. Seandainya terdapat penyimpangan maka akan dilakukan koreksi.

9. SIMPULAN 
Penerapan akuntansi syari’ah terhadap pusat pertanggungjawaban sangat dibutuhkan karena pertanggungjawaban bukan saja kepada manusia tetapi juga kepada Allah. Apabila informasi yang diberikan tidak jujur atau tidak dapat dipertanggungjawabkan maka informasi tersebut akan merugukan banyak orang dan sebagi akibatnya orang tidak akan percaya lagi dengan informasi yang kita berikan dan sebagi pertanggungjawaban kepada Allah kita akan mendapat dosa atas informasi yang tidak tepat atau akurat.

 Prestasi manajer pusat pendapatan dapat dinilai dari kemampuannya memberikan kontribusi berupa pendapatan bagi perusahaan. Prestasi ini dapat diukur berdasarkan tingkat pendapatan yang dicapainya. Penilaian prestasi manajer pusat pendapatan dilakukan dengan membandingkan anggaran pendapatan dengan realisasinya. Bila ingin mengukur prestasi kerja manajer berarti yang diukur adalah apa yang telah dilakukannya, bukan apa yang akan dilakukannya.
Pusat biaya melaporkan transaksi berdasarkan input atau masukan dari level terendah di dalam bank sampai pada level tertinggi, namun pengambilan keputusan tetap pimpinan bank. Seandainya terdapat penyimpangan maka akan dilakukan koreksi.
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